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Menimbalg : a.
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KTPALA DINAS PTNDIDIKAIT
Surat Permohonan Ketua Pengelola Kelompok Bermain Holistik
Integratif Bina l€stari Pendidikan Nomor : 3S/PoS-PAUD llxl2olT
Perihal : Pera[ohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Holistik
Irtegratif Bina Lestari Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan.
Bahwa dalam rangka pemerataa.n kesempatan untuk memperoleh
pendidikal dari usia dini perlu memberikan kesempatan kepada
masyaralat untuk ikut berpartisipasi di bidaig pendidikan;

Bahwa dalam ralgka pelaksanaan Pndidikan Arrak Usia Dini
(PAUD) Nonformal agar berjalal dengan tertib, maka dipaldang
perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Lembaga
yang telah memenuhi syarat;
Bairwa Kelompok Bermain Holistik Integratif Birla Lestai'i, A1a]3rat :
Desa Baun Bargo, Kecamatan Kacripalg, Kabupatorr Katingan
telah memenuhi syarat untuk diterbitlan izin operasional.

Undarg - Undang Nomor 5 Ta-hun 2002 tentarg Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamardau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten
Barito Timur di Propinsi Kalimaltan Tengah (kmbaran Negara
Republik Iadonesia ?ahun 2OO2 Nomor S,Tarnbahan l*lrebararr
Negara Republik Indonesia Nomor 4180 );
UU Nomor 23 Tahun 2OO2 Pasal 9 Ayat (U tenta-ng Perlindungan
Analc;

UU Nomor 2O Tahun 2OO3 Pasal 28 Ayat (4) tentang Sistem
Pendidikal Nasiona-l Pendidikan Ana1< Usia Dini (PAUD) Jalur
Pendidikan Nonformal;

Unda.ng-undang Nomor 35 Tabun 2014 perubahan atas Urtdang
undalg Nomor 23 Tahun 2OO2 tentarg Perlindungan Anak;
Peiaturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OOa tentallg pendanaan
Pendidikan( Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);
Perahrran Pe:nerintah Nornor 66 Ta}lun 2O1O tentang Perubahan
atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6O Tahun 2013

tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tetntaflg Gerakan Nasional

Percepatart Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun dan Pemberantasan Buta Aksaja;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik lndonesia Nomor
50 Tahun 2OO7 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010
tentang Norma, Standar, Prosedur dal Kriteria Bidang Pendidikan;

Peraturarl Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun
2014 tentang Kurikulum PAUD 2013;

Feraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2Ol4 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Analc
Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaal Republik Indonesia
Nomor 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Tralsmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pefletapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
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Setuju Memberikan lzin Operasional Kepada :
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1. Narna l,ernbaga

2. Alamat

3. Akta Notaris

4. Nama Sekolah

5. Alamat Sekolah
6. Waktu Belajar
7. Status
8. Status Tanah

Kelompok Berrnain Holistik Integratif Bina
L,estari
Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang,
Kabupaten Katingan
Nomor 25 Tahun 2017, Tanggal 1 I
September 2017
Kelompok Berma.in Holistik Integratif Bina
Lestari
Desa Baun Bango
Pagi
Swasta
Milik Desa

Pemberial izin operasional lembaga tersebut berlaku sejak tanggal I
Nopember 2Ol7 -l Itopember 2O22 da;r mengajukan
perparrjangan Izin Operasional 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya
masa izin yang berlaku;

Persetujuan/Izin Operasional ini akaa dicabut dal.l atau
dibatalkar demi hukum apabila :

a. Dalam I (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini keluar,
Yayasan/Badan/Irmbaga Penyelenggara Pendidikar tidak
marnpu menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan
persyariatan da.n peraturan yang tele'}. ditentukar;

b. Menurut penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan,
Kelompok Bermain Holistik Integratif Bina Lestari yang
diselenggarakan oleh Badan Pengelola Pendidikan tersebut tidak
layal< untuk melal<sanal<an kegiatan belajar mengajar;



c. Kelompok Bermain Holistik Integratif Bina Lestari tersebut katena
sesuatau hat atau alasan tertentu sama sekali tidak
melak san akan kegia tan belajar mengajar;

d. Kelompok Bermain Holistik Integratif Bina l€stari tersebut tidak
menaati kewajiban sebagai Kelompok Bermain Holistik Integratif
binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Katinga.n.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku
apabila dikemudian
sebagaimana mestinya.

sejak tarrggal ditetapkan, dengan ketentuan
hari terdapat kekeliruan, akarr diperbaiki

Ditetapkan di : Kasongan
Pada tanggal: 19 Desember 2017

P1t. Kepala Dinas Pendidikarr
.Katingan,

Tembusal disampaikal kepada Yth :

1. Bupati I(atingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidlkan Propiosi Kalimantan Tengsh di Palargka Raya
3. Camat Kamipang di Baqn Bango
4. Kqrala UPm. Pendidikan Keca$|tarr IGlnipang di Bau,1 Bango
5. Kepala Desa Baun Bango di Desa tsauD Bango
6. Arsip
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